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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat 





Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b be 
ت Ta t te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh Ka dan ha 
د Dal d de 
ذ Zal x zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r er 
ز Zai z zet 
س Sin s es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Apostrof terbalik 
غ Gain g ge 
ف Fa f ef 
ق Qaf q qi 
ك Kaf k ka 
ل Lam l el 
م Mim m em 
ن Nun n en 
و Wau w we 
ه Ha h ha 
ء Hamzah ‘ apostrof 
ى Ya y ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
 َا fathah A a 
 ِا kasrah I i 
 ُا dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َٔى fathah dan yaa’ Ai a dani 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
Contoh: 
 َْﻒﯿَﻛ : kaifa 






Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan Tanda Nama  
 َى…│  َا … Fathah dan alif 
atau yaa’ 
A A dan garis di 
atas 
ى Kasrah dan yaa’ I I dan garis di atas 
 ُو Dhammmah dan 
waw 




 تﺎﻣ : maata 
 ﻰَﻣَر : ramaa 
 ﻞِْﯿﻗ : qiila 
  ُتْﻮَُﻤﯾ : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 




 ُﺔَﺿْوَِﺮﻟَﺎﻔَْطْﻻا : raudah al- atfal 
 ْﻟا َُﺔﻨْﯾِﺪَﻤﻟُاَﺔﻠِﺿَﺎﻔ  : al- madinah al- fadilah 
 ُﺔَﻤْﻜِﺤْﻟا  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 َﺎﻨﱠﺑَر : rabbanaa 
 َﺎﻨْﯿ ﱠَﺠﻧ : najjainaa 
  ﱡﻖَﺤْﻟا : al- haqq 
  َﻢ ﱢُﻌﻧ : nu”ima 
  ﱞوُﺪَﻋ : ‘aduwwun 
 Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ِّﻲﺑ) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  ﱞِﻲﻠَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly) 
  ﱞِﻲﺑَﺮَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby) 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
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maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  ُﺲﻤﱠﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
  َُﺔﻟَﺰﻟ ﱠﺰﻟَا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 َﺔﻔَﺴَﻠْﻔَﻟا : al-falsafah 
  ُدَِﻼﺒْﻟَا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 َنْوُﺮُﻣْﺎَﺗ : ta’muruuna 
 ُعْﻮﱠﻨﻟا : al-nau’ 
 ٌءْﻲَﺷ : syai’un 
 ُتْﺮُِﻣا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
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dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 
Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. 
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah ( ّٰﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Contoh : 
 ِﻪّٰﻠﻟ ُﺎﻨْـﻳ ِد diinullah  ِ ّٰﷲِﺎﺑ billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
 ِﻪّٰﻠﻟا  َِﺔْﲪَر  ِﰲ  ْﻢُﻫ  hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
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huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt = subhanallahu wata’ala 
saw = sallallahu ‘alaihi wasallam 
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a.s = ‘alaihi al-sallam 
H = Hijriah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
W = Wafat Tahun 
QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut : 
ص =ﺔﺤﻔﺻ 
مد = نﺎﻜﻣ نوﺪﺑ 
ﻢﻌﻠﺻ =ﻢﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ 
ط  =ﺔﻌﺒﻃ 
ند =ﺮﺷﺎﻧ نوﺪﺑ 
ﱁا  =ﻩﺮﺧا ﱃا / ﺎﻫﺮﺧا ﱃا 
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Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen 
terhadap produk makanan berlebel halal, dengan sub masalahnya yaitu, 1) 
Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dikeluarkan 
oleh LPPOM MUI Sulawesi Selatan di kota Makassar ? dan 2) Bagaimana bentuk 
pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI Sulawesi Selatan 
di  kota Makassar ? 
Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode 
penulisan baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya. Dalam 
penelitian ini jenis penelitiannya adalah field research kualitatif dan penelitian 
pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder. 
Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bentuk 
perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI 
Sulawesi Selatan di Kota Makassar, dan untuk mengetahui bentuk pengawasan 
terhadap produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI Sulawesi Selatan di 
Kota Makassar. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.Bentuk perlindungan 
konsumen adalah LPPOM MUI menerbitkan sertifikasi halal kepada beberapa 
produk, dan 2. Bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM 
MUI dengan cara survey pasar dan melakukan mekanisme pelaporan 
implementasi, dan jika ditemukan perusahaan yang telah diberikan sertifikasi 
halal dan mengubah status produksinya menjadi sampai berubahnya status 
kehalalannya, maka tanpa adanya surat peringatan, sertifikasi halalnya akan 
dicabut dan dipublikasikan. Dan juga setiap perusahaan wajib melaporkan kondisi 
produk setiap enam bulan sekali kepada LPPOM MUI. 
Implikasi penelitian ini, Perlindungan kesehatan masyarakat atas obat dan 
makanan yang dikomsumsi, salah satunya melalui sertifikasi halal. Konsumen 
muslim semakin kritis, konsumen tidak sekedar menuntut produk yang higenis 
dan terjamin kandungan gizinya, tetapi juga masyarakat muslim,menuntut 
kehalalannya. Label halalpun menjadi kunci pokok bagi masyarakat untuk 
memutuskan apakah akan membeli atau tidak pada suatu produk. Label halal 
merupakan keharusan. Semenarik apapun makanan itu, jika pada kemasan tidak 






A. Latar Belakang Masalah 
Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal atau sendiri maupun 
berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen 
untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada 
beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga 
konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “ aman “[sic].1 
Secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang 
sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya 
dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, 
maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting 
untuk dikaji.2 
Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun 
formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi 
produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai 
sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya 
                                                        
1Sri Redjeki Hartono, Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka 
Perdagangan Bebas, dikutip dalam bukunya Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum 
Perlindungan Konsumen (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 33. 
2Yusuf Sofie, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Jakarta: 
GhaliaIndonesia, 2007), h. 17. 
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baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan 
merasakan dampaknya.3  
Melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen Pasal 4 menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen sebagai berikut:  
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa;  
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa 
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan;  
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan jasa;  
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang 
digunakan;  
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;  
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;  
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif;  
8. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila 
barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya;  
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 4 
                                                        
3Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen  Jika  Dirugikan (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 39. 
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Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa 
masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang 
paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang 
penggunaanya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman dan  
membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam  
masyarakat. 5  
Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan jasa dalam  
penggunaanya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen  
penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan jasa yang 
dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan 
jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk 
didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi 
sampai ganti rugi.6 
Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang 
sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan 
distribusi produk barang atau jasa dengan cara efektif mungkin agar dapat 
mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara 
pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak 
termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak 
terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara 
                                                                                                                                                        
4Abdul Halim Barkatullah,   Hak-Hak Konsumen  (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 33.  
5Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, h. 34. 
6Abdul Halim Barkatullah,  Hak-Hak Konsumen, h. 34. 
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lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan 
menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.7 
Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan lebih banyak 
informasi yang lebih relevan dibandingkan lima puluh tahun lalu, karena pada saat 
ini terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya, saat ini daya 
beli konsumen makin meningkat, saat ini lebih banyak variasi merek yang beredar 
di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang, saat ini model-model 
produk lebih cepat berubah saat ini transportasi dan komunikasi lebih mudah 
sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual.8 
Di antara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang 
diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah 
informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk 
iklan dan label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi 
pengusaha lainnya.9 
Kelemahan konsumen juga bisa disebabkan oleh tingkat kesadaran dan 
tingkat pendidikan konsumen yang relatif masih rendah yang diperburuk 
dengan anggapan sebagian pengusaha yang rela melakukan apapun demi 
produk mereka, tanpa memperhitungkan kerugian-kerugian yang akan dialami 
oleh konsumen. Selain itu, pemahaman tentang etos-etos bisnis yang tidak 
benar seperti anggapan bahwa bisnis harus memperoleh keuntungan semata, 
                                                        
7Zumroetin K. Soesilo, Penyambung Lidah Konsumen (Jakarta: Swadaya,1996), h. 12 
8Erman Raja Guguk,  Hukum Perlindungan Konsumen  (Jakarta: Mandar Maju, 2003), h. 
2. 
9Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 
2008), h. 71. 
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bisnis tidak bernurani, atau anggapan bahwa bisnis itu memerlukan banyak 
biaya maka akan merugikan apabila dibebani dengan biaya-biaya sosial dan 
sebagainaya.10 
konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan 
atau mengomsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas, maka 
kecurangan-kecurangan dapat terjadi.11 Banyak produk makanan dengan pelabelan 
lengkap, tetapi pesan informasi tidak sampai ke konsumen, karena menggunakan 
bahasa yang tidak dipahami konsumen. Akhir-akhir ini, di pasaran dengan mudah 
ditemukan produk impor dengan menggunakan bahasa Negara asal produk 
tersebut, seperti Cina dan Jepang.12 
Dalam kasus-kasus perlindungan konsumen ada beberapa hal yang perlu 
dicermati, yakni:  
1. Perbuatan pelaku usaha baik sengaja maupun karena kelalaiannya dan 
mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak serius dan meluas. 
Akibatnya kerugian yang diderita konsumen missal (massive effect) karena 
menimpa apa saja dan siapa saja, 
2. Dampak yang ditimbulkan juga bisa bersifat seketika (rapidy effect), 
sebagai contoh konsumen yang dirugikan (dari mengkonsumsi produk) 
bisa pingsan, sakit atau bahkan meninggal dunia. Ada juga yang 
ditimbulkan baru terasa beberapa waktu kemudian (hidden defect), contoh 
                                                        
10Neni Sri Imaniyati, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan 
(Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 161.  
11Yusuf Shofie, Perlindungan  Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 15. 




yang paling nyata dari dampak ini adalah maraknya penggunaan bahan 
pengawet dan pewarna makanan dalam sejumlah produk yang bisa 
mengakibatkan kanker di kemudian hari, 
3. Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah. Karena tidak 
punya pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsi barang dan jasa 
yang hanya semampunya didapat, dengan standar kualitas dan keamanan 
yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat 
dengan bahaya-bahaya yang bisa mengancam kesehatan dirinya kapan 
saja.13 
Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Sri Redjeki Hartono, Negara 
mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang 
berhadapan harus dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang 
ideal. Untuk itu, Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur 
tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan 
menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur sekaligus 
memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran siapapun pelaku 
ekonomi.14 
Di era globalisasi, perkembangan perekonomian terutama di bidang 
perindustrian dan perdagangan nasional sekarang, telah menghasilkan berbagai 
bentuk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini pada satu pihak 
menguntungkan konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa 
                                                        
13N.H.T. Siahaan,  Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab 
Produk (Bogor: Panta Reir, 2005), h. 11 
14Sri Redjeki Hartono,  Hukum Ekonomi Indonesia  (Malang: Bayu Media, 2007), h. 132. 
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yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin lebar kebebasan konsumen untuk 
memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuan 
konsumen. Di lain pihak, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen 
dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. 
Konsumen hanya menjadi objek yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk 
menimbang suatu barang atau jasa. Ketika mendapati masalah, biasanya 
konsumen hanya diam. Sementara itu, pelaku usaha lebih tahu persis keadaan, 
kondisi dan kualitas barang yang dihasilkan.15 
Tujuan pemberian label pada pangan yang di kemas adalah agar 
masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi 
yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang di kemas, baik 
menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang 
diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan 
tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses 
pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (prepackaged), tetapi tidak 
berlaku bagi perdagangan pangan yang di bungkus di hadapan pembeli. 
Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.16 
Selain itu, banyaknya produk yang belum bersertifikat halal 
mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim, sulit untuk membedakan 
produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat 
Islam dengan produk yang tidak haram. Dari data yang dimiliki Lembaga 
                                                        
15N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab 
Produk, h. 36-37. 
16Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 
Tentang Pangan, h. 56-57. 
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Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) tahun 2007, 
jumlah produk yang telah didaftarkan rata-rata dari perusahaan yang mempunyai 
nama besar di pasar.17 
Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, 
dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar 
konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat sering dan mudah untuk 
dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, harus dilindungi oleh hukum 
karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan 
kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan 
dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.18 
Pada tahun 1999 telah lahir Undang-Undang perlindungan konsumen, 
yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
yang selanjutnya disebut UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum 
kepada konsumen. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai tanggung 
jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini diatur untuk memberikan kepastian 
hukum serta melindungi hak para konsumen tersebut. Hal demikian memang 
perludiatur karena untuk menghindari sikap negatif pelaku usaha terhadap 
konsumen. Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya 
didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli 
dari produsen atau pelaku usaha. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen 
seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen atau pelaku usaha tersebut. 
                                                        
17LPPOM – MUI, Panduan Umum  Sistem Jaminan Halal (Jakarta: LPPOM MUI, 2008), 
h. 3. 
18Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen  (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 1. 
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Undang-Undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah di terbitkan 
namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang undang itu sendiri 
belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang 
tidak sesuai dengan kenyataan. 
Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan. 
Ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 168, Allah swt berfirman : 
ĵŹَ ĠȬ
َ
ɂĢʑَ  ُسĵğȍٱ  Ǎِ ĵğųِɊ ْ اźُǿُ ِض˱
َ
Ɓۡٱ  ِٰتʆَśُŇُ ْ اźšُِĸğȽَĻ ƅََو ĵĸِٗžّŚَ Ɔٰٗʄَńَ ِˏŴٰɽَžۡ ğŒɉٱ 
 ُŷğŵِإۥ  ǻٌِĸ ĠŲ ّٞوŉُŠَ űۡȲَُů   
Terjemahan: 
Wahai manusia! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. 
karena sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.19 
 
Umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan halal, bukan makanan 
yang diharamkan atau najis. Dalam Surat An-Nahl ayat 114, Allah swt berfirman: 
 ْ اźُȀَُŦ  űُȲَُũَزَر ĵ ğųɊِ ُ ğĬٱ  َو ĵĸِٗžّŚَ Ɔٰٗʄَńَ ْ اوŋُŭُőۡٱ  ĺَųَšِۡŵ ِ ğĬٱ  ُهĵğŽِإ űۡļُŶŬُ ِنإ
 َنوŉُĸُšۡȩَ   
Terjemahnya: 
Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah 
kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah 
kepada-Nya. 20 
 
Dengan demikian maka penulis mengambil judul “Perlindungan Hukum 
bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Berlebel Halal (Studi Lapangan 
LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar) “. 
                                                        
19Kementerian  Agama Republik Indonesia, , Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: 
Sinergi Pustaka, 2012), h. 32.   
20Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 381.   
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dan melihat masih 
terdapat kekurangan pengetahuan mengenai bagaimana bentuk perlindungan 
hukum bagi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal ? 
Berdasarkan dari pokok masalah tersebut maka yang menjadi sub-sub 
masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah 
dikeluarkan oleh LPPOM MUI Sulawesi Selatan di kota Makassar ? 
2. Bagaimana bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh 
LPPOM MUI Sulawesi Selatan di  kota Makassar ? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Judul skripsi ini adalah “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap 
Produk Makanan Berlebel Halal”. Lokasi penelitian ini dilakukan di LPPOM 
MUI Sulawesi Selatan di kota Makassar.  
2. Deskripsi Fokus 
Demi menghindari kesalah-pahaman dalam mendefinisikan dan memahami 
penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa variabel yang 
dianggap penting. Antara lain: 
a. Perlindungan Hukum, adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi 
manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan 
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kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 
hukum.21 
b. Konsumen, adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan,22 
c. Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, 
kosmetik, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, serta barang gunaan 
yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat,23 
d. Makanan, adalah segala sesuatu yang bias dimakan, 24 
e. Berlabel, adalah mempunyai label, dan mempunyai nama, 25 
f. Halal, adalah sesuatu yang boleh. Pada kasus makanan termasuk halal kecuali 
secara khusus disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits.26 
D. Kajian Pustaka 
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Perlindungan Hukum bagi 
Konsumen terhadap Produk Makanan Berlebel Halal. Banyak literatur yang 
membahas tentang masalah ini, namun belum ada literatur yang membahas secara 
khusus tentang judul skripsi ini. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada 
                                                        
21Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum  (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.  
22Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen, 
dikutip dalam buku Zulham, Hukum Perlindungan Hukum  (Jakarta: Kencana, 2013), h. 173.  
23Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal. Dikutip dalam situs www.dpr.go.id  (Diakses pada tanggal 1 Februari 
2017).  
24Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed. 
3; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),  h. 901. 
25Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
h.788. 
26Lampiran 5, dikutip dalam buku  Majelis Ulama Indonesia, Panduan Umum Sistem 
Jaminan Halal LPPOM-MUI  (Jakarta: LPPOM-MUI, 2008), h. 42.  
12 
 
pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan 
pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
1. Eli Wuria Dewi, dalam bukunya “Hukum Perlindungan Konsumen”.  
Buku  ini menjelaskan tentang tentang perlindungan hukum terhadap 
konsumen ini membahas mengenai hukum perlindungan konsumen secara 
garis besar, perlindungan konsumen dalam hukum positif indonesia, 
tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan kerugian konsumen, 
permasalahan-permasalahan terkait dengan hukum perlindungan 
konsumen, lembaga-lembaga yang berperan dalam upaya hukum 
perlindungan konsumen, dan juga ketentuan-ketentuan mengenai sanksi 
dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen.27 
2. Zulham, dalam bukunya “Hukum Perlindungan Konsumen” buku ini 
menjelaskan tentang sejarah perlindungan konsumen di Indonesia, Barat, 
dan Islam. Hak dan kewajiban konsumen perspektif Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen dan Islam, serta memberkan pemahaman tentang 
sertifikasi halal dan lembaga perlindungan konsumen di Indonesia. 
3. Muthia Sakti dan Dwi Aryanti Yuliana Yuli W, dalam jurnalnya 
“Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak 
Bersertifikat Halal”. Jurnal ini menguraikan tentang dengan adanya 
perlindungan hukum, maka konsumen akan merasa  terlindungi  jiwa  nya  
dan  merasa  terjamin  kepastian  atas  informasi suatu produk berkaitan   
                                                        
27Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 
v.   
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dengan kandungan atau komposisi dalam produk berkaitan dengan 
kehalalannya, 
4. Majelis Ulama Indonesia, dalam bukunya “Panduan Umum Sistem 
Jaminan Halal LPPOM-MUI”. Buku ini menjelaskan tentang mekanisme 
sebuah perusahaan untuk memberikan jaminan kepada MUI dan 
konsumen Muslim bahwa perusahaan menjaga konsistensi kehalalan 
produknya, dengan cara mengajukan suatu sistem yang disebut Sistem 
Jaminan Halal (SJH). 
5. Penelitian Skripsi oleh Oni Farihah, dengan judul “Upaya Perlindungan 
Konsumen Terhadap Produk yang Mencantumkan Label Halal atau 
Haram (Studi Kasus Konsumen di Kabupaten Cirebon)”. Dari hasil 
penelitian bahwa dengan tercantumnya label pada kemasan, konsumen 
sudah merasa terlindungi. Pelaku usaha harusnya wajib melaksanakan 
pencantuman label halal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 1 
Angka 5 No. 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan dalam upaya 
perlindungan konsumen yang tertuang pada Undang-Undang No. 8 Tahun 
1999 tentang perlindungan konsumen. 
Dari beberapa literatur-literatur yang telah dikemukakan, baik secara 
kelompok maupun perorangan. Tidak ditemukan yang membahas secara 
signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam skripsi. Meskipun ada 
diantaranya yang mengkaji tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen, namun 
masih bersifat umum, maka dengan itu penulis ingin mengkaji secara mendalam 
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tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Berlebel 
Halal. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 
rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah 
dikeluarkan oleh LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar, 
b. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap produk makanan yang 
dilakukan oleh LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar. 
1. Kegunaan Peneltian 
a. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis, untuk 
menambah pengetahuan dibidang perlindungan hokum khususnya bagi 
konsumen 
b. Kegunaan Praktis 
Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan 
hukum di Indonesia, khususnya mengenai pemeriksaan setempat dalam 
hukum pidana serta dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi 
pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, 







A. Tinjauan Umum Konsumen 
1. Pengertian Konsumen 
Sebagai suatu konsep, “konsumen telah diperkenalkan beberapa puluh 
tahun lalu di berbagai negara dn sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki 
undang-undang atau praturan khusus yang memberikan perlindungan kepada 
konsumen termasuk penyediaan sarana peradilannya. Sejalan dengan 
perkembangannya itu, berbagai Negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen 
yang digunakan sebagai landasan pengaturan kepada konsumen . di samping itu, 
telah pula berdiri organisasi konsumen internasional, yaitu internasional 
organization of consumer union (UICO). Di Indonesia telah pula berdiri berbagai 
organisasi konsumen seperti Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, 
dan organisasi konsumn lain di bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan 
sebagainya.28 
Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer, secara 
harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang 
menggunakan barang.29 Begitu pula dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang 
member arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Besar 
                                                        
28Nurmadjito, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 12.  
29A.S. Hornby, Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English, (Oxford: 
Oxford University Press, 1987), h. 183.  
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Bahasa Indonesia Konsumen adalah pemakai barang barang hasil industri (bahan 
pakaian dan makanan).30 
Inosentius Samsul memberikan definisi konsumen adalah pengguna atau 
pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli mauun diperoleh sebagai 
pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian hadiah, dan 
undangan.31 Mariam Darus Badrul Zalam mendifinisikan juga konsumen dengan 
cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustaaan Belanda, yaitu: 
“semua individu yang menggunakan barang dan jasa”.32 
Adapun kesulitannya untuk merumuskan definisi konsumen, namun para 
ahli hukum  pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai 
terakhir dari benda/atau jasa (uiteindelijke gebruiker ven goederen en diesten) 
yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (ondernemer).33 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
menyebutkan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa 
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 
orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.34 
                                                        
30Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed. 3; Jakarta: 
Pusat Bahasa, 2008),h. 750.  
31Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung 
Jawab Mutlak, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), h. 34.   
32Mariam Darus Badrul Zaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, 
(Bandung: Alumni, 1981), h. 48.  
33Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 2.  
34Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
dikutip dalam buku Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen,  (Jakarta: Kencana, 2013), h. 173.  
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Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan, 
maka konsuen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu: 
a. Konsumen komersial (commercial consumer), adalah setiap rang yang 
mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memperoduksi barang dan 
jasa lain degan tujuan mendapatkan keuntungan, 
b. Konsumen antara (intermediate consumer), adalah setiap orang yang 
mendapatkan barang dan jasa yang dgunakan untuk diperdagangkan kembali 
juga dengan tujuan mencari keuntungan. 
c. Konsumen akhir (ultimate concumer/end user), adalah setiap orang yang 
mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa untuk tujuan memenuhi 
kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidp lainnya dan  tida 
untuk diperdagangkan kembali dan untuk mencari keuntungan kembali.35 
2. Hak dan Kewajiban Konsumen 
a. Hak Konsumen 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan sejumlah hak 
penting konsumen menurut Pasal 4, ada sembilan hak dari hak konsumen, delapan 
di antaranya hak yang secara eksplisit diatur di dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen dan satu hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang lainya. Hak-hak tersebut adalah:36 
                                                        
35Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit 
Media, 2002), h. 13.  
36Republik Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 175. 
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1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan eselamatan dalam mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa. Hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan 
keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang 
diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindat dari kerugian (fisik maupun 
psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.37 
2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa. Hak untuk memilih dimaksudkan 
untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk 
tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa adanya tekanan dari pihak luar. 
Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak untuk memutuskan untuk 
membeli atau tidal terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk 
memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.38 Hak 
memilih hanya ada jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu. Apabila 
suatu produk dikuasai secara monopoli oleh suatu produsen maka dengan 
sendirinya hak untuk memilih ini tidak akan berfungsi. 39 
3) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak atas informasi ini sangatlah 
penting sebab tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada 
konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk. Hak ini 
dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang 
suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih 
                                                        
37Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Ed. I; Cet. II; 
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 41.  
38Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 41.  
39Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 41.  
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produk yang diinginkan/sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari 
kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. 40 Informasi tersebut 
dapat pula disampaikan secara lisan maupun tertulis, baik yang dilakukan 
dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun 
melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak 
maupun melalui media elektronik. 41 Informasi ini dapat memberikan dampak 
yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen untuk memilih 
produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga 
akan member ikan keuntungan bagi perusahaan yang memiliki kebutuhannya. 
Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen 
maupun produsen. 42 
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Hak untuk didengar ini 
merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk 
menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang 
berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi 
tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugi an 
yang telah dialami akibat penggunaan seuatu produk, atau yang berupa 
penyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan 
kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara peseorangan, 
mauun secara kolektif, baik disampaikan secara langsung maupun diwakili ileh 
                                                        
40Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 41.  
41Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 42.  
42Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 42.  
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suatu lembaga tertentu, misalnya melalui Yayasan Perlindungan Konsumen 
Indonesia (YLKI). 43 
5) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan, dan 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini tentu saja 
dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan 
akibat penggunaan produkm dengan melalui jalur hukum. 44 
6) Hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk 
memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen 
memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat 
terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan 
konsumen tersebut, konsumen akan menjadi lebih kritis dan teliti dalam 
memilih suatu produk yang dibutuhkan. 45 
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak 
disriminatif. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan 
terhadap konsumen agar diperlakukan benar, jujur, serta tidak diskriminatif 
berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status 
social lainnya. 
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya. Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk 
memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya 
                                                        
43Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 43-44.  
44Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 44-45.  
45Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 45.  
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penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini 
sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, 
baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri 
(sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu 
saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di 
luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan. 46 
9) Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain. Hak atas 
lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting bagi konsumen dan 
lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hak 
untuk mem peroleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam Pasal 5 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. 47 
b. Kewajiban Konsumen 
Adapun mnegenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang konsumen, yakni: 
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan kesalamatan, 
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, 
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar rupiah yang disepakati, 
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut.48 
                                                        
46Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 45.  
47Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 46.  
48Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Ed. 1; Cet. IV: Jakarta: 
Sinaar Grafika, 2014), h. 41.  
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B. Tinjuan Umum Perlindungan Hukum Konsumen 
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan 
bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan 
perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya 
perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang 
lemah. Konsumen pada dasarnya memiliki posisi tawar yang lemah dan terus 
melemah, hal ini disebabkan:  
a. Terdapat lebih banyak produk, merek, dan cara penjualannya; 
b. Daya beli konsumen makin meningkat; 
c. Lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum 
d. banyak diketahui semua orang; 
e. Model-model produk lebih cepat berubah; 
f. Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih 
besar kepada bermacam-macam pelaku usaha; Iklan yang menyesatkan; dan 
g. Wanprestasi oleh pelaku usaha.49 
Posisi konsumen sangat lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. 
Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan 
(pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan 
hukumperlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan 
dan ditarikbatasnya. Menurut Az Nasution berpendapat bahwa hukum 
perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat 
                                                        
49Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 9.  
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asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat 
yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen diartikan 
sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan 
dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain berkaitan dengan barang 
dan/atau jasa di dalam kehidupan bermasyarakat.50 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai 
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 
perlindungan kepada konsumen.51 Dengan demikian, jika perlindungan konsumen 
diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-
hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum 
perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya 
untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan 
konsumen. 
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 
berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu: 
a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 
                                                        
50AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, (Cet. II; Jakarta: 
Diadit Media, 2006), h. 37  
51Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 173.  
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sebesarbesarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 
keseluruhan, 
b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan 
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku 
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara 
adil, 
c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 
kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil 
ataupun spiritual, 
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan 
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 
dikonsumsi atau digunakan, 
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 
perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 52 
Dengan adanya asas perlindungan hukum bagi konsumen, dapat dikatakan 
pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa perlindungan hukum bagi 
konsumen ibarat sekeping uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda, satu 
sisi merupakan konsumen, sedangkan sisi yang lainnya pelaku usaha, dan tidak 
mungkin hanya menggunakan satu sisi tanpa menggunakan kedua sisi sekaligus. 
Undang-Undang perlindungan konsumen dengan jelas mempunyai tujuan, yaitu 
                                                        
52Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 208.  
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a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi 
diri, 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen, 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi, 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha. 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan 
dan keselamatan konsumen.53 
C. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam 
1. Sejarah Perlindungan Konsumen dalam Islam 
Sebelum Islam datang, Mekkah telah menjadi pusat perhtian seluruh 
kabilah jazirah Islam karena adanya Ka’bah, dan suku Quraisy yang berdomisili 
di Mekkah di kenal sebagai penjaga ka’bah yang merupakan tempat suci bagi 
                                                        
53Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 175.  
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bangsa Arab. Suku Quraisy mendapat keuntungan besar atas status mereka 
sebagai pemelihara Ka’bah, terutama dalam hal perdagangan. 54 
Keuntungan suku Quraisy tersebut di petik dalam skala yang lebih besar, 
yakni terjalinnya hubungan politik ekonomi dan perdagangan yang lebih luas. Hal 
ini di buktikan dengan terbitnya perizinan perjalanan dan jaminan keamanan 
berdagang (aylaf) bagi suku Quraisy dari penguasa Negara-negara tetangga, pada 
waktu itu adalah Irak, Syria, Yaman, dan Eropa. Karena pada itu pula Mekkah 
dianggap sebagai ibukota seluruh jazirah Arab, dan juga di pandang sebagai pusat 
perdagangan jazirah Arab.55 
Pada saat itu, Mekkah telah mencapai kesuksesan yang sangat 
mencengankan. Kota itu berubah menjadi pusat perdagangan internasional. Para 
pedagang dan pemodalnya telah menjadi kaya raya melampaui impian-impian 
tertinggi mereka. Hanya beberapa generasi pendahulu mereka hidup dalam 
kemeralatan dan serba kekurangan, kini Mekkah telah menjadi kiblat 
perdagangan.56 
Keberhasilan bangsa Quraisy dalam perdagangan bukan tanpa alasan. 
Dalam The Wealth of Nations, Adam Smith yang dianggap sebagai bapak Ilmu 
Ekonomi, mengutip buku Doctor Pocock, yang menceritakan bahwa ketika para 
pedagang Muslim akan memasuki suatu kota untuk berjualan, mereka akan 
mengundang orang-orang yang lewat, termasuk orang miskin, untuk makan 
                                                        
54Perdagangan bagi suku Quraisy dan bangsa Arab Umumnya merupakan fakta yang 
terjadi sebagai akibat dari tandus dan gersangnya wilayah arab, sehingga sector pertanian buan 
menjadi pilihan utama bagi bangasa Arab. Lihat dalam Jusmani,  Bisnis Berbasis Syariah (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2008), h. 47. 
55Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad (Jakarta: Tintamas, 1984), h. 23 
56Karen Amstrong, Muhammad prophet for our time (Bandung: Mizan, 2007), h. 57. 
27 
 
bersama. Mereka makan bersama dan bersila, memulai makan dengan bismillah 
dan mengakhiri dengan hamdalah. Demikianlah kiat para pedagang muslim 
memelihara kepentingan bisnisnya, yakni dengan bermurah hati dan sambutan 
yang hangat.57 
Muhammad ibn Habib Bagdadi dalam bukunya Kitab Al-Muhabbar, 
mencatat tiga belas festival perdagangan di jazirah Arab pada zaman jahiliah. 
Seluruh pasar dagang ini mampu mengundang pedagang dan pembeli dari timur 
dan selatan secara berkelompok untuk melakukan perdagangan.58 
Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam di mulai pada 
saat Muhammad (sebelum diangkat menjadi Rasulullah) membawa barang 
dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan dan/atau upah. 
Kendatipun tidak banyak literature yang berbicara tentang aspek perlindungan 
konsumen pada saat perdagangan yang dilakukan Rasulullah, namun dapat 
menemukan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dari praktik perdagangan 
yang dilakukan oleh Rasulullah. 
Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh 
penduduk mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan 
kemampuannya dalam memperdagangkan barang dagangan khadijah. Karena 
kejujuran dan prestasinya tersebut, Rasulullah berhasil menjuan barang dagangan 
                                                        
57Afrzarul Rahman, , h. 13. 
58Sami bin Abdullah al-Maghlust, Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhammad (Jakarta: Al-
Mahira, 2009), h. 65. 
28 
 
Khadijah dengan mendpat keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan 
pernh dilakukan orang lain sebelumnya.59 
Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, konsumen juga 
mendapat perhatian dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur’an maupun Hadis. 
Perdagangan yang adil dan jujur menurut Al-Qur’an adalah perdagangan yang 
tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah swt berfirman dalam QS.al-
Baqarah/2:279 yang berbunyi: 
ِنıَŦ  ŴَِŲّ ٖبŋَۡƔِ ْ اźُŵَذ
ۡ
įَŦ ْ اźُŰšَŧۡȩَ űۡğů ِ ğĬٱ  ِȔِźŎَُرَو ۖۦ  ُسوُُءر űۡȲَُŰَŦ űۡļُۡȼُĻ ن˯
 َنźųَُŰŞۡȩُ ƅََو َنźųُِŰŞۡȩَ ƅَ űۡȲُِůٰʆَŲۡ
َ
أ   
 
Terjemahnya: 
“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; 
kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 
 
Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implicit 
mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat tersebut 
tisebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak dizalimi dan tidak pula 
dizalimi). Dalam konteks perdaganan, tentu saja potongn akhir ayat tersebut 
mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan 
konsumen dilarang untuk saling menzalimi/atau menganiaya. Hal ini terkait 
dengan penganiayaan hak-hak konsumen maupun hak-hak produsen. 
Konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam harus dilandasi dengan 
niali-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan bisnis. Fakta 
                                                        
59Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 49. 
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menunjukan bahwa Rasulullah telah banyak memberikan contoh dalam 
melakukan perdagangan secara adil dan jujur. Selain itu pula, Rasulullah telah 
meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang pelaksanaan perdagangan yang 
adil dan jujur. Salah satu perinsip yang diletakkan Rasululah adalah berkaitan 
dengan mekanisme pasar, dalam interaksi perdagangan kedua belah pihak dapat 
saling menjual dan membeli barang secara ikhlas tampa ada campur tangan , 
intervensi, dan paksaan dalam harga.60 
Namun jika pasar dalam keadaaan tidak sehat, dimana terjadi kasus 
penipuan, penimbunan, atau perusakan pasokan denag tujuan menaikkan harga 
yang berujung pada kerugian konsumen. Maka menurut Ibnu Taimiyah 
pemerintah wajib melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara 
perodusen dan konsumen tampa ada pihak yang dirugikan atau diekploitsi oleh 
pihak lain.61 
Setelah Rasulullah hijrah dan berkuasa di madinah, berbagai prinsip 
ekonomi yang tidak adil dan menjerumus kepada penzaliman telah dihapus dan 
dilarang melakukannya. Seperti penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, 
pembatalan informai penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, 
atau informasi menyesatkan.62 Praktik-praktik pergadangan yang dilarang 
Rasulullah pada masa pemerintahan Rasulullah di Madinah di antaranya: 
 
                                                        
60Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 55. 
61Ikhwan Hamdani, Sistem Pasar, pengawasan Ekonomi (hisbah) dalam Perspektif 
Ekonomi Islam (Jakarta: Nur Ihsani, 2003), h. 28 
62Muhammad Akram Khan, Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi (Jakarta: 
Bank Muamalat, 1996), h, 151. 
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a. Talaqqi Rukban, ialah mencegat pedagang yang membawa barang dari 
tempat peroduksi sebelum sampai kepasar. Rasulullah melarang tindakan ini 
dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan konsumen atau produsen 
tentang harga barang. 
b. Gisyah, ialah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bias juga 
mencampurkan produk cacat kedaam barang yang berkualitas tinggi, 
sehingga konsumen akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat 
kualitas barang yang diperdagangkan, dengan demikian penjual akan 
mendapatkan harga yang tinggi untuk barang yang cacat atau kualitas buruk. 
Adapun, pada hakikatnya konsumen membutuhkan informasi yang jelas 
tentang kualitas barang yang akan dia beli. 
c. Perdagangan najasy, ialah praktek perdagangan dimana seseorang berpura-
pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang disertai pujian 
kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.63 
d. Produk haram, ialah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang 
dan di haramkan oleh Al’Qur’an dan Sunnah. Hal ini tentu saja sangat 
berkaitan dengan keselamatan konsumen dalam memberi barang dagangan 
tersebut, baik keselamatan jasmaniah maupun keselamatan rohaniah. 
e. Riba, ialah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun simpan 
pinjam yang berlangsung secara lazim dan bertentangan dengan prinsip 
muamalat secara Islamiah. 
                                                        
63Abul Futuh habiri, Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 
2007), h. 56. 
31 
 
f. Tathfif, ialah tindakan yang mengurngi timbangan atau takaran barang yang 
akan dijual, tentu saja praktik perdagangan seperti ini sangat merugikan 
konsumen` 
Dari sejumlah praktik perdagangan yang dilarang tersebut dapat ditarik 
benang merah, bahwa prinsip perdagangan yang diajarkan Rasulullah 
mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Ketentuan-
ketentuan larangan tersebut membuktikan secara terang benderang, bahwa praktik 
perdagangan yang diajarkan Islam berpijak dari perlindungan hak-hak konsumen, 
kendatipun pda saat itu terminologi “konsumen” belum dikenal. Karena itu pula, 
kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pokok ajaran Islam dalam 
perdagangan. 
Uraian tersebut juga membuktikan, bahwa sebelum barat dan dunia 
modern mengenal pengaturan perlindungan konsumen, islam telah menjalankan 
prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Namun pengaturan perlindungan 
konsumen yang ada pada masa Rosulullah tersebut belum terperinci secara 
empiris, karena terbatasan teknologi pada saat itu. Kendatipun demikian, 
Rasulullah telah berhasil meletakkan dasar-dasar perlindungan konsumen 
akhirnya diadopsi oleh dunia modern sekarang. Hal ini sekaligus bantahan 
terhadap beberapa penulis yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh barat adalah 
sumber dan pendekar perlindungan konsumen, karena perhatian dan apresiasi 
tokoh-tokoh tersebut terhadap perlindungan konsumen. Bandingkan dengan 
perhatian dan visi Rasulullah terhadap perlindungan konsumen yang melebihi dari 
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perhatian dan visi tokoh-tokoh Barat tersebut, karena Rasulullah melakukan 
perdagangan atas dasar kejujuran, keadilan, trasparansi, dan keimanan. 
2. Hak-hak Konsumen Perspektif Islam 
Islam pada masa Rasulullah belum mengungkapkan pengaturan 
perlindungan konsumen secara empiris seperti saat ini. Walaupun penuh dengan 
kterbatasan teknologi pada saat itu, namun perlindungan konsumen yang 
diajarkan rasulullah sangat mendasar, sehingga pengaturan tersebut menjadi cikal 
bakal produk hukum perlindungan konsumen modern.64 
Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian 
beriorentasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha atau produsen dan 
konsumen. Kerena islam menghendaki adanya unsure keadilan, keadilan dan 
trasparansi yang dilandasi  nilai keimanan dalam  peraktik perdagangan dan 
peralihan hak. Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi 
konsumen dan perodusen untuk mempertahankan hak-haknya dangan 
perdagangan yang dikenal dengan istilah khiyar dengan beragam jenisnya sebagai 
berikut: 65 
a. Khiyar Majelis 
As-Sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak yang berjual beli 
memiliki khiyar (pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan akad jual beli 
selama keduanya masih dalam satu majelis (belum berpisah). Khiyar merupakan 
hak yang ditetapkan unuk pelaku usaha dan konsumen, jika terjadi ijab dan Kabul 
antara produsn dan konsumen, dan akadnya telah sempurna, maka masing-masing 
                                                        
64Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 58.  
65Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 58-59.  
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pihak memiliki hak untul memppertahankan atau membatalkan akad selama 
masih dalam satu majelis. 
b. Khiyar Syarat 
Khiyar syarat adalah slah satu pihak yang berakad membeli sesuatu 
dengan keentuan memiliki khiyar selama jangka waktu yang jelas. Selama waktu 
tersebut, jika pembeli menginginkan, ia bias melaksanakan jual beli tersebut atau 
membetalkannyya. Syarat ini juga oleh bagi kedua belah pihak yang berakad 
secara bersama-sama, juga boleh bagi salah satu pihak saja ia 
mempersyaratkannya. 66  
c. Khiyar Aibi 
Haram baginya seseorang menjual barang yang memiliki cacat (cacat 
produk) tampa menjelaskan kepada pembeli (konsemen).  
d. Khiyar Tadlis 
Yaitu, jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, 
maka haram baginya. Dalam hai ini pembeli emiliki khiyar selama tiga hari, 
adanya khiyar untuk mengembalikan barang tersebut. 
 
e. Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarsil) 
khiyar jenis ini suatu ysaat menjadi hak penjual dan suatu saat bias 
menjadi hak pembeli. Kadang kala pembeli membeli barang dengan harga 5 dinar, 
padahal barang tersebut hanya setara dengan 3 dinar. Atau penjual menjual barang 
dengan harga 10 dinar, padahal barang tersebut hanya setara dengan 8 dinar. Jika 
                                                        
66Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 59.  
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seseorang penjual dan pembeli ditipu dalam hal ini, maka ia memiliki khiyar 
untuk menarik diri dari jual beli dan membatalkan akad. 
Khiyar Janis ini pada dasarnya terdapat syarat di dalamnya, hal ini 
didasarkan pada hadist Rasulullah. Hayan bin Munqidz pernah mendatangi 
Rasulullah, lalu ia berkata: “Ya rasulullah, sesungguhnya aku telah ditipu dalam 
jual beli”. 67  
f. khiyar Ru’yah 
Khiyar jenis ini terjadi bila pelaku usaha menjual barang dagangannya 
enmentara barang tersebut tidak ada dalm majelis jual beli. Jika pembeli 
kemudian melihat barang tersebut dan tidak berharat terhadapnya, atau pembeli 
melihat bahwa barang ersebut tidak sesuai dengan keinginannya, ,aka pebeli 
berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut. 68  
g. Khiyar Ta’yin 
Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembeliannya untuk memilih 
barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kupulan barang yang dia jual 
kendatikan barang terseput berbeda harganya, sehingga konsumn dapat 
menentukan barang yang dia kehendaki. Misalnya, seseorang membeli 4 ekor 
kambing dari sekumpulan kambing, maka pembeli diberi hak khiyar ta’yin 
sehingga ia dapat menentukan empat ekor kambing yang dia inginkan diantara 
sekumpulan kambing itu.” 
Sekilas, memang istilah-istilah perlindungan hak-hak konsumen dalam 
islam berbeda dengan istilah perlindungan hak-hak konsumen pada saat ini. 
                                                        
67Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 62.  
68Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 62.  
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Namun jika dikaji secar mendalam dari sisi pengaturan, nilai, dan tujuan memiliki 
peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan hak-hak konsumen. 
Dibandingkan antara khiyar aibi dengan the right to safety, khiyar ta’yin dengan 
the right to choose, khiyar tadlis dan aibi dengan the right tobe informed, khiyar 
ru’yah dengan the right to be heard. 69 
 
D. Sertifikasi Halal 
1. Pengertian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika 
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) 
Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, 
mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan 
maupun turunannya, obat-obatan dan kosmetika aman dikonsumsi baik dari sisi 
kesehatan dan dari sisi agama Islam (yakni halal dan baik untuk dikonsumsi bagi 
umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, 
merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.70 
Visi LPPOM MUI adalah membudayakan umat Islam untuk 
mengkonsumsi produk halal dan mengajrakn kepada seluruh pelaku usaha untuk 
memproduksi produk halal. Sementara misinya adalah:  
a. Mengintensifkan pemeriksaan kehalalan pangan, obat-obatan dan kosmetika 
yang beredar di wilayah Indonesia, 
                                                        
69Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 62-63.  
70Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di 
Indonesia, (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 187-188. 
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b. Meningkatkan kesadaran umat dalam mengkonsumsi produk halal melalui 
penyuluhan dan pendidikan mengenai produk halal bersama instansi lain, 
c. Meningkatkan kesadaran produsen dalam memproduksi produk halal dengan 
penyuluhan dan pendidikan mengenai produk halal bersama instansi lain, 
d. Mempererat dan memperluas kerja sama dengan lembaga Islam Nasional dan 
Internasional yang berorientasi pada Islam. 71 
2. Dasar Hukum Terbentuknya LPPOM MUI 
LPOM MUI didirikan atas dasar keputusan Majelis Ulama Indonesia 
Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H. 
adapun tugas-tugasnya sebagai berikut: 
”Pertama, mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap 
kehalalan makanan dan obat-obatan dan komestika yang beredar di masyartakat. 
Kedua, mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya 
memproduksi dan memperjual belikan suatu produk, penggunaan maknan, 
minuman serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam;  
Ketiga, mengkaji dan menyusun konsep-konsp yang berkaitan dengan 
peraturan-peraturan mengenai pnyelenggaraan rumah makan atau restoran, 
hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta berbagi 
jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan komestika yang dipergukan 
oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat Islam harus terjamin kehalalannya; 
keempat, menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada dewan 
pimpinan MUI sebagai bahn pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang 
                                                        
71Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di 
Indonesia , h. 190. 
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berkaitan dengan pwngpolahan, jual beli dan penggunaan pangan dan obat-
obatan, dan komestika; kelima, mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka 
menjalin kerja sama dengan instansi-instansi pemerintahan dan swasta, dalam dan 
luar negeri” 
Untuk maksimalkan tugas dan fungsi LPPOM MUI dalam menjawab 
tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan jaminan halal suatu peroduk, maka 
dilakukan penataan dan penyempurnaan baik internal maupun eksternal.72 Secara 
internal, berdasarkan SK MUI Nomor 330/MUI/IV/1991 dan redaksional 
mengenaoi tugas LPPOM MUI walaupun substansinya masih sama. Secara 
eksternl, LPPOM MUI membangun keitraan dengan berbagai departemen, 
kementrian, dinas atau instansi dan lembaga sertifikasi halal di luar negri. 
3. Sejarah Perkembangan LPOM MUI 
Setara kedududukan LPPOM MUI adalah sebagai lembaga semi otonom 
yang memiliki tugas khusus di bidang keselamatan pangan uamat Islam dari zat-
zat additive. Secara struktural, kedudukan LPPOM MUI dapat dibentuk baik pada 
MUI pusat maupun MUI Daerah. Namun karena proses untuk terwujudnya 
sertifikasi halal membutuhkan para ahli dan dukungan secara laboratorium guna 
melakukan proses hokum, maka untuk sementara kedudukan LPPOM MUI hanya 
berada pada MUI pusat dan provinsi. 
Penetapan fatwa tentang fatwa halalan produk makanan, minuman, obat-
obatan, dan komestika dilakukan oleh komisi Fatwa MUI stelah dilakukan audit 
oleh LPPOM MUI serta melaporkannya kepad akomisi fatwa tersebut. Laporan 
                                                        
72Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif. h. 189 
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dari LPPOM MUI kemudian dibawa ke sidang komisi fatwa. Komisi fatwa MUI 
selanjutnya menetapan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan berita 
acara penelitian yang di sampaikan LPPOM MUI. Setelah semua proses itu 






Manusia sebagai makhluk rasional sebenarnya sudah dibekali rasa hasrat 
ingin tahu. Keinginaan manusia ini sudah dapat disaksikan sejak seseorang masih 
kanak-kanak dan akan terus berkembang secara dinamis mengikuti fase-fase 
perkembangan kejiawaan orang tersebut. Hasrat ingin tahu manusia akan 
terpuaskan bila telah memperoleh pengetahuan mengenai apa yang dipertanyakan. 
Tetapi sudah menjadi sifat manusia, yang mana setelah memperoleh 
pengetahuan mengenai suatu masalah,maka akan disusul oleh kecenderungan 
ingin lebih tahu lagi. Untuk mendukung dan menyalurkan keingintahuannya, 
maka manusia akan cenderung mengadakan penelitian.73 Metode penelitian 
merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap 
segala permasalahan. Di dalam penelitian dikenal adanya beberapa macam teori 
untuk menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan 
tertentu, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang dikaitkan dengan 
kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi dapat diselesaikan dengan bentuk apapun 
metode penelitian.74 
                                                        
73Cholid Norbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian  (Cet. 12; Jakarta: Bumi 
Aksara, 2012), h. 4. 
74Joko Subagyo,  Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Cet. 4; Jakarta: Rineka 
Cipta, 2004), h. 2. 
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Agar suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil 
kesimpulan harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan 
penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 
A. Metode Penelitian 
Agar suatu penelitian dapat bersifat objektif maka dalam mengambil 
kesimpulan harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan 
penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 
1. Jenis dan Lokasi Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, yaitu 
jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek 
yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.75 
Metode penelitian kualitatif lapangan mempunyai beberapa pokok inti, 
yaitu: 
1) Mengusahakan mendeskripsikan suatu gejala peristiwa dan kejadian yang 
terjadi saat sekarang, 
2) Studi lapangan yang menganalisis secara mendalam dan kontekstual. 
b. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian akan difokuskan pada peranan LPPOM MUI Makassar. 
Hal ini dikarenakan, LPPOM MUI Makassar merupakan pusat sentral 
dalam pengkajian makanan yang dapat diberikan sertifikasi halal MUI. 
                                                        
75Soejono Soekanto, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: UII  Pres,1984), h.10 
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Tempat tersebut akan menjadi titik fokus yang dimana peneliti bekerja 
untuk memperoleh informasi data yang akurat untuk melakukan 
penelitian. 
2. Pendekatan Penelitian 
Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai 
berikut: 
a. Pendekatan Teologis Normatif (Syar’i), pendekatan ini dimaksudkan untuk 
mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa 
khususnya mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk lebih memahami 
mengenai Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan 
Berlebel Halal, 
b. Pendekatan Yuridis Formal, Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengarahkan 
pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa terhadap 
Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Berlebel 
Halal. 
Dengan demikian untuk memeperoleh data yang ingin didapatkan oleh 
penulis, maka dibutuhkan sumber data yaitu sebagai berikut : 
1. Data primer, adalah data yang dihimpun secara lansung dari sumbernya 
dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data 
primer dapat berbentuk opini subjek secara individu atau kelompok, dan 
hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan 
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hasil suatu pengujian tertentu. Metode yang dipergunakan untuk 
pengumpulan data primer yaitu dengan observasi 
2. Data sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak lansung 
melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh 
lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat 
dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.76 
Dan untuk menguatkan data sekunder maka digolongkan yaitu sebagai 
berikut: 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri 
dari: 
1) Norma atau kaedah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, 
2) Undang-Undang, yaitu : Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang 
Jamina Produk Halal, 
3) Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 
2001 tentang pedoman tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal 
Menteri Agama Republik Indonesia, 
4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 519 Tahun 2001 
Tanggal 30 November 2001 tentang lembaga pelaksana pemeriksaan 
pangan halal Menteri Agama Republik Indonesia, 
                                                        
76Rosady Ruslan,  Metode Penelitian : Public Relations & Komunikasi (Edi. 1, Cet. 5; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h. 138.  
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil 
peneillitian, dan sebagainya. 
c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah 
kamus hukum, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan sebagainya.77 
3. Metode PengumpulanData 
Dalam melakukan sebuah penelitian lapangan (Field Research) dibutuhkan 
suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang 
menyelidiki suatu fenomena hukum dan persoalan kehidupan manusia.  
Untuk menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam  penelitian 
lapangan, digunakan tiga metode oleh peneliti yaitu: 
a. Wawancara (Interview), yaitu salah satu bentuk komunikasi untuk 
mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung 
antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang 
menjadi sember data atau objek penelitian. Peneliti akan melakukan 
wawancara dengan narasumber yang terpercaya dan wawancara dilakukan 
dengan cara penyampaian sejumlah wawancara kepada narasumber hingga 
keterangan dianggap cukup untuk melengkapi informasi terhadap 
peneliatian. 
                                                        
77Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Cet. 3; Jakarta: Universitas Indonesia 
(UII) Press, 1986). h. 52.  
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b. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 
pengamatan bersama objek yang diselidiki. dengan mendapatkan 
informasi-informasi dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan 
Komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI Sul-sel) di Kota 
Makassar yang di butuhkan untuk melanjutkan Penelitian. 
c. Dokumen, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan 
yang berbentuk laporan yang terdapat pada Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan dan Komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI Sul-
sel) di Kota Makassar yang dibutuhkan untuk  kelengkapan dalam 
penelitian. 
4. Instumen Penelitian 
Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen penelitian. Instrumen 
penel 
itian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang 
diamati. Peneliti sendiri sebagai instrument dalam penelitian kualitatif. Adapun 
alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara dengan semi terstruktur yang dijadikan dasar untuk memperoleh 
informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan. 
b. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data yang dianggap penting. 
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c. Rekaman melalui handphone (Recording) berfungsi untuk merekam semua 
percakapan atau pembicaraan dengan informan. Penggunaan Rekaman 
melalui handphone (recorder) dalam wawancara perlu memberi tahu kepada 
informan apakah dibolehkan atau tidak. 
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Teknik Pengolahan 
Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu 
diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga 
diperoleh suatu pengetahuan. 
Adapun langkah-langkah dalam mengolah data adalah sebagai berikut: 
Pertama, Identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang 
langsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh dari 
bahan kepustakaan berupa data sekunder. Setelah semua data yang sudah 
terkumpul masih berupa bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya 
dilakukan dengan metode editing, yaitu memeriksa atau membetulkan data serta 
menempatkan data tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah 
dipersiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat dipertanggungjawabkan. 
Kedua, Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari 
pengolahan data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada identifikasi data 





b. Analisis Data  
Data yang diperoleh dan yang telah diolah, penyajian data dilakukan 
dengan menganalisanya. Analisis data yang dilakukan dengan metode deduktif. 
Metode deduktif adalah metode yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat 
umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Pengklasifikasian atau 
pengkategorian ini harus mempertimbangkan kesahihan (kevalidan), dengan 
memerhatikan kompetensi subjek penelitian, tingkat autentisitasnya dan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Profil Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sulawesi Selatan 
Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari 
Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam 
meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI 
didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan 
sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi 
sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan 
Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan  dan MUI. 
Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan 
Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang 
menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan 
pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal. Dalam 
proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama 
dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian 
Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian 
Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan Perguruan 
Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas 
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Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Univeristas Wahid 
Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar. 
Sedangkan kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan 
Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 
Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM, 
sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada 
kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia. Kini, dalam usianya yang ke-28 
tahun, LPPOM MUI semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga 
sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. 
Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang serta 
diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh 
lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 42 lembaga dari 







                                                        
78LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Selatan, Sejarah LPPOM MUI Sulawesi Selatan. Dikutip 
dalam situs http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1. 




Menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia untuk 
memberikan ketenteraman bagi umat Islam serta menjadi pusat halal dunia yang 
memberikan informasi, solusi dan standar halal yang diakui secara nasional dan 
internasional. 
Misi 
1. Menetapkan dan mengembangkan standar halal dan standar audit halal. 
2. Melakukan sertifikasi produk pangan, obat dan kosmetika yang beredar 
dan dikonsumsi masyarakat. 
3. Melakukan edukasi halal dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk 
senantiasa mengkonsumsi produk halal. 
4. Menyediakan informasi tentang kehalalan produk dari berbagai aspek 
secara menyeluruh. 79 
Laboratorium Halal LPPOM MUI merupakan laboratorium pengujian 
PCR DNA babi pertama di Indonesia yang sudah tersertifikasi ISO17025 untuk 
ruang lingkup sediaan farmasi dan bumbu. Laboratorium ini juga menawarkan 
jasa analisa dan pengembangan penelitian untuk mendeteksi material non-halal 
lain yang biasa dijumpai di kehidupan sehari-hari. Laboratorium Halal juga 
berkerjasama dengan universitas di dalam dan luar negeri untuk penelitian S1 dan 
pascasarjana, serta kegiatan magang.Layanan pengujian yang disediakan antara 
lain:  
                                                        
79LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Selatan, Sejarah LPPOM MUI Sulawesi Selatan. Dikutip 
dalam situs http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1. 
(Diakses pada Tanggal 19 Juli 2017). 
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1. Identifikasi kulit babi menggunakan mikroskop, 
2. Pengujian daya tembus air untuk tinta pemilu, kosmetika dan produk 
perawatan rambut, 
3. Pengukuran kadar etanol menggunakan kromatografi gas, 
4. Pengujian kontaminasi protein babi di produk daging dan olahannya. 
B. Perlindungan Hukum Konsumen LPPOM MUI Sulawesi Selatan 
Teori perlindungan hukum ini dikemukakan oleh Salmond yang 
selanjutnya dijelaskan oleh Fitgerald. Teori ini mengatakan bahwa hukum 
bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan hukum 
yang dapat  
bertabrakan satu sama lain, sehingga dengan hukum yang diintegrasikan 
sedemikian rupa dapat menekan terjadinya tabrakan kepentingan tersebut.80 
Dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan 
tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. 
Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu 
kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. 
Pengalokasian kekuasaan inidilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan 
keluasan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian yang disebut 
dengan hak. 
 Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum atau hak 
seseorang, khususnya perlindungan kepada konsumen atas beredarnya makanan 
yang tidak bersertifikat halal, sehingga konsumen tidak perlu ragu-ragu dan 
                                                        
80Saptibjo raharjo, ilmu hukum (bandung: PT.Citra Aditya Bakti),h. 53 
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khawatir dengan komposisi yang terkandung dalam makanan yang beredar di 
masyarakat. Dengan adanya perlindungan konsumen, memuat berbagai peraturan 
bukan hanya berasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja, tetapi 
dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga.  
KUH Perdata memuat berbagai kaidah hukum berkaitan dengan 
hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku usaha penyedia 
barang atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa tersebut.81 
Perlindungan konsumen sendiri memuat rumusan pengertian perlindungan 
konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Dalam Pasal 
1 angka 1 UUPK, pengertian perlindungan konsumen merupakan segala upaya 
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
konsumen.  
Tanggung jawab adalah kata dasar daripertanggung jawaban, yang 
berartikeadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi. Istilah yang 
berkaitan dengan pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu liability, yang 
merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko 
atau tanggung jawab,yang pasti, yang bergantung atau yang meliputi semua 
karakter hak dan kewajiban secara aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, 
biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang, 
dan responbility, yang berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu 
                                                        




kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan 
meliputi juga kewajiban bertanggung atas Undang-Undang yang dilaksanakan.  
Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada 
pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang 
dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responbility menunjuk pada 
pertanggung jawaban politik. 
Penegkan hukun adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan, untuk menciptakan 
(sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan (sebagai social 
control) kedamaian pergaulan hidup. Harapan penegakan tersebut adalah agar 
hukum dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Itu sebabnya komitmen 
dari semua elemen sangat dibutuhkan. 
Komitmen dan penegakan hukum, setidaknya ada 3 unsur yang selalu 
perlu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtsscherheit), kemanfaatan 
(zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit).82 Keharusan ditegakkannya 
hukum, karena setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal 
terjadinya peristiwa yang konkrit. 
Terkait dengan itu, meskipun Undang-Undang mengeni produk halal 
belum lahir, ijtihad untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran 
terkait dengan produk halal terus dilakukan. Undang-undang perlindungan 
konsumen telah mengatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau 
memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi 
                                                        
82Sudiknon Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 130. 
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secara halal sebagimana pernytaan “Halal” yang dicantumkan dalam label halal 
diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 
banyak 2 milyar rupiah. 
Sedangkan didalam UUP Pasal 97 ayat (1) setiap orang yang 
memproduksi pangan di dalam dan atau kemasan panga, demikian juga dengan 
yang mengimpor, kemudian mencamtumkan label memuat paling sedikit 
keterangan mengenai, antara lain: halal bagi yang dipersyaratkan. Akan tetapi, 
tidak ada ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 
tersebut (pasal 133-148). Demikian juga di dalam penjelasan pasal demi pasal dari 
UUP tersebut, tidak ada ketetuan pidana. Untuk menegaskan komitmen 
pengawasan dan penegakan hukum sertifikasi produk halal, terdapat beberapa 
unsur yang perlu dicermati.  
Adapun peranan LPPOM MUI berdasarkan hasil keterangan wawancara 
oleh bapak Tajuddin Abdullah selaku Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan 
adalah, 
“langkah awal untuk sertifikasi, menunggu dari perusahaan dan masih 
bersifat sukarela. Dan setelah mengisi formulir jaminan halal ini yang bisa 
membuat perusahaan mempertahankan konsistensi perodaknya, setelah itu 
barulah diaudit apakah benar yang telah dilampirkan sudah benar atau sesuai. 
Baru dibuatkan yang mananya rapat auditor, dan dikalau terdapat masalah 
barulah diperintah untuk memperbaiki, setelah rapat auditor barulah 
diangendakan rapat komisi fatwa, setelah rapat komisi fatwa barulah dapat 
diketahui apakah produk tersebut dikatakan halal ataupun tidak. LPPOM 
MUI membantu komisi fatwa untuk melihat produk itu, komisi fatwa tidak 
mengetahui bahan-bahan dari prodak itu. Maka dari itu LPPOM MUI 
mengadakan auidit untuk komisi fatwa mengetahui produk dapat di jamin 
kehalalannya ataupun tidak.”83 
 
                                                        
83Tajuddin Abdullah, Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 
Tanggal 20 Juli 2017. 
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 Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Jamaluddin Saleh selaku wakil 
direktur LPPOM MUI dalam keterangan wawancaranya yaitu, 
”peranan perlindungan ke konsumen, selalu aktif menghimbau 
mensosialisasikan terutama kepada masyarakat muslim agar untuk selektif 
dalam mengonsumsi makanan, selalu memperhatikan yang bersertifikasi 
halal. Berusaha menghimbau kepada perusahaan untuk melakukan proses 
produksi sesuai aturan yang berlaku supaya peroduknya konsisten kepada 
kehalalannya. Tetapi harapanya tetap kepada produsennya.” 84 
 
Kemudian dapat diketahui yang menjadi indikasi bahwa produk makanan 
tersebut tidak memiliki sertifikasi halal yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI 
menurut bapak Tajuddin Abdullah yaitu, 
“Indikasinya LPPOM MUI mengeluarkan dari komisi fatwa terdapat jenis 
logo label halal yang dibuat secara khusus, nomor registrasi, dan nomor 
perusahaan, karena seringkali ditemukan hanya logo halal saja, sebenarnya 
itu tidaklah sah, yang sah itu adalah logo halal dari komisi fatwa.” 85 
 
Adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah 
dikeluarkan oleh LPPOM MUI Sulawesi Selatan di kota Makassar berdasarkan 
hasil keterangan wawancara oleh bapak Tajuddin Abdullah adalah, 
“Setelah terdapat logo dan nomor registrasi, LPPOM MUI dapat menjamin 
kehalalan dari suatu produk. Karena penelitian dilakukan mencangkup dari 
setiap bahan yang pergunakan dan cara pembuatan atau pengolahannya 
dari perusahaan. Tetapi LPPOM MUI tidak jamin kehalalan suatu produk 
yang hanya memiliki label logo dan tidak disertakan nomor registrasi.” 86 
 
 
Ditegaskan pula oleh bapak Jamaluddin bahwa, 
                                                        
84Jamaluddin Saleh, Wakil Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, 
Makassar, Tanggal 17 Juni 2017. 
85Tajuddin Abdullah, Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 
Tanggal 20 Juli 2017. 
86Tajuddin Abdullah, Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 
Tanggal 20 Juli 2017. 
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“Dengan menerbitkan sertifikasi halal kepada beberapa produk adalah 
tujuan dari bentuk perlindungan konsumen.” 87 
 
Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang 
menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat Halal 
 MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada 
kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.Tujuan Sertifikasi 
HalalnMUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya 
dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat 
menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan 
proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem 
Jaminan Halal. 
Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM 
MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan 
(RPH), restoran, katering, dapur, maka harus memenuhi persyaratan sertifikasi 
halal yang tertuang dalam dokumen HAS 23000. Berikut adalah ringkasan dari 
dokumen HAS 23000 : 
1. Kriteria Sistem Jaminan Halal (SHJ) 
a.  Kebijakan Halal 
Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan 
mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (stake 
holder) perusahaan 
b. Tim Manajemen Halal 
                                                        
87Jamaluddin Saleh, Wakil Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, 
Makassar, Tanggal 17 Juni 2017. 
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Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang 
mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, 
tanggungjawab dan wewenang yang jelas. 
c. Pelatihan dan Edukasi 
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. 
Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan 
eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali. 
d. Bahan 
Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak 
boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen 
pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau 
bahan yang dibeli secara retail. 
e. Produk 
Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan 
bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan 
haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk 
disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang 
diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan 
eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan 






f. Fasilitas Produksi 
1) Industri pengolahan 
a) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan 
bahan/produk yang haram atau najis. 
b) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan 
produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak 
mengandung bahan yang berasal dari babi atau turunannya, namun harus ada 
prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang. 
2) Restoran atau Katering atau Dapur 
a) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal. 
b) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk 
halal. 
3) Rumah Potong Hewan (RPH) 
a) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal 
b) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH aau peternakan babi;  
c) Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan 
karkas hanya berasal dari RPH halal; 
d) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan. 
g. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis 
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan 
aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi 
status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, 
pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, 
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pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan 
penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (display), aturan 
pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan 
proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran atau katering atau 
dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur 
sistem yang lain. 
h. Kemampuan Telusur (Traceability) 
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin 
kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi 
kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang 
memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi atau turunannya). 
i. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria 
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk 
yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang 
mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik. 
j.  Audit Internal 
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan 
SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan 
oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal 






k. Kaji Ulang Manajemen 
Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen 
minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas 




























Secara Umum Prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut : 
1. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, 
pengembangan (produk atau fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan 
pendaftaran secara online. melalui website LPPOM MUI . 
2. Mengisi data pendaftaran: status sertifikasi (baru atau pengembangan atau 
perpanjangan), data Sertifikat halal, status SJH (jika ada) dan kelompok 
produk. 
3. Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal. 
4. Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai 
dengan status pendaftaran (baru atau pengembangan atau perpanjangan) 
dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), 
diantaranya : Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data 
produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix 
produk. 
5. Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap 
selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti 
diatas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen Penerbitan Sertifikat Halal. 
6. Bagi perusahaan yang menginginkan penjelasan detail mengenai 
persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI (Kebijakan, Prosedur, dan 






3. Prosedur Sertifikasi Halal MUI 
Bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, 
baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan 
(RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal 
dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan yang 
dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal : 
a. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH 
Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum 
dalam HAS 23000. Ringkasan HAS 23000 dapat dilihat disini Dokumen HAS 
23000 dapat dipesan disini (e-store). Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti 
pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler 
maupun pelatihan online (e-training). Informasi mengenai pelatihan SJH dapat 
dilihat disini. 
b. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) 
 Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran 
sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim 
Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan 
prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. Untuk 
membantu perusahaan dalam menerapkan SJH, LPPOM MUI membuat dokumen 
pedoman yang dapat dipesan disini. 
c.  Menyiapkan dokumen sertifikasi halal 
Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi 
halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar 
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penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, 
daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan 
internal dan bukti audit internal. Penjelasan mengenai dokumen sertifikasi. 
d. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data) 
Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol 
melalui website www.e-lppommui.org. Perusahaan harus membaca user manual 
Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal yang dapat 
diunduh disini. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai 
selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI. 
e. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi 
Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan 
monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit 
disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada 
hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di 
Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian 
melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI. 
f. Pelaksanaan audit 
 Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan 
akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan 






g. Melakukan monitoring pasca audit 
 Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan 
monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari 
untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat 
ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan. 
h. Memperoleh Sertifikat halal 
 Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di 
Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan 
dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) 
tahun. 
Kebijakan dan prosedur harus dipenuhi oleh perusahaan yang mengajukan 
sertifikasi halal. Penjelasan mengenai kriteria SJH dapat dilihat pada dokumen 
HAS 23000:2 Persyaratan Sertifikasi Halal: Kebijakan dan Prosedur. 
Lembaga yang menjadi mitra atau dalam hal ini yang diajak kerja sama 
dalam menangani kasus produk makanan berdasarkan hasil keterangan 
wawancara oleh bapak Tajuddin Abdullah adalah, 
“LPPOM MUI harus bersinergi dengan BPOM dalam menangani kasus 
produk makanan di masyarakat, misalnya sering melakukan sidak atau 
peninjaun langsung terutama di pasar swalayan, supermarket, toko-toko 
makanan dan lain-lain sebagainya” 88 
 
Ditambahkan pula dari hasil keterangan wawancara oleh bapak Jamaluddin yaitu,  
“Dalam menangani kasus produk makanan, kerja sama yang dilakukan 
bersama Pemerintahan dalam hal ini kementrian kesehatan dan juga 
Instansi yang terkait yang berhubungan seperti, LSM, LBH, Kepolisian 
dan lain-lain sebagainya.  Akan tetapi hal yang paling terpenting yaitu 
                                                        
88Tajuddin Abdullah, Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 
Tanggal 20 Juli 2017. 
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terdapat pada konsumen itu sendiri, karena semua pengaduhan dari 
konsumen dapat terima.” 89 
 
C. Pengawasan terhadap Produk Makanan LPPOM MUI Sulawesi Selatan 
Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produksinya. 
Harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:  
1. Spesifikasi dan sertifikasi halal bahan baku, bahan tambahan, dan bahan 
penolong serta bagan alir proses;  
2. Sertifikasi haal atau surat keterangan halal dari MUI darah (produk local) 
atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang diakui oleh MUI (produk 
impor) untuk bahan yan berasal dari hewani dan turunannya; 
3. Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prisedur 
pelaksanaannya. 
Beberapa langkah yang perlu ditempuh adalah: Pertama, Tim auditor 
LPPOM MUI melakukan pemerikssaan atau audit ke lokasi produsen setelah 
formulir beserta lampirannya dilokasikan ke LPPOM MUI dan diperiksa 
kelengkapannya.  
Kedua, hasil audit dan hasil laboratorium di evaluasi dalam rapat tenaga 
ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, dibuat laporan hasil audit 
dan asil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga kerja ahli LPPOM MUI. Jika 
telah memenuhi syarat, dibuat hasil laporan audit untuk diajukan kepada sidang 
komisi fatwa MUI guna di putuskan status kehalalannya.  
                                                        
89Jamaluddin Saleh, Wakil Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, 
Makassar, Tanggal 17 Juni 2017. 
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Ketiga, sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika 
dianggap belum memenuhi syarat yang telah ditentuan. Keempat, Sertifikasi halal 
dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkannya status kehalalannya oleh komisi 
fatwa MUI.90 
Kelima, perusahaan yang produksinya telah mendapat sertifikasi halal, 
harus engangkat audito halal internal sebagai bagian dari SHJ. Kemudian ada 
perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong 
pada proses produksinya, auditor halal internal diwajibkan segera melapor untuk 
mendapatkan “ketidakberatan penggunaannya”. Bila ada perubahan yang terkait 
dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan LPPOM MUI oleh tim auditor 
halal internal. Kini LPPOM MUI memperkenalkan certificasion online service 
system (CEROL-SS) lebih cepat, mudah, teeransparan dan akurat dengan ayanan 
berbasis web.  
Adapun bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh 
LPPOM MUI Sulawesi Selatan di  kota Makassar berdasarkan hasil keterangan 
wawancara oleh bapak Tajuddin Abdullah selaku direktur LPPOM MUI Sulawesi 
Selatan adalah, 
“LPPOM MUI mempunyai sistem jaminan halal, setiap perusahaan 
melaporkan kondisi dan bahan-bahan yang dipergunakan, apakah ada yang 
pertambahan dari bahan yang dipergunakan atau pengurangan dan 
semacamnya. Kemudian diperiksa dan cek, nantinya sistem jaminan halal 
ini akan beri nilai, dan jika perusahan tersebut secara berturut mendapat 
nilai “A”, kedepan biasanya indeks LPPOM MUI sudah tidak berkunjung 
lagi keperusahaan yang bersngkutan, jadi yang mengatur itu adalah Sistem 
Jaminan Halal (SHJ). Akan tetapi setelah perusahaan melaporkan ke 
LPPOM MUI dan di teliti, barulah Tim dari LPPOM MUI melakukan 
                                                        
90Sofyan Hasan, sertifikasi halal dalam hukum positif  (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 
2014), h. 208-209  
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sidak untuk mengetahui bahwa apakah benar yang di laporkan sesuai 
dengan yang terdapat di lapangan. Dan jika ditemukan yang menurut 
LPPOM MUI menyimpang dari perjajian yang telah dibuat, maka dapat 
diberi pembinaan, teguran ataupun pencabutan jaminan halalnya dan 
dipublikasikan tergantung dari besar kecil kesalahan yang dibuat oleh 
perusahaan. dalam hai ini LPPOM MUI serius untuk menangani.” 91 
 
Ditambahkan pula dari hasil keterangan wawancara oleh bapak 
Jamaluddin selaku wakil Direktur LPPOM MUI Sulawasi Selatan yaitu,  
“Bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI 
dengan cara Survey pasar dan melakukan Mekanisme Pelaporan 
implementasi, dan jika ditemukan perusahaan yang telah diberikan 
sertifikasi halal dan mengubah status produksinya menjadi sampai 
berubahnya status kehalalannya, maka tanpa adanya surat peringatan, 
sertifikasi halalnya akan dicabut dan dipublikasikan. Dan juga setiap 
perusahaan wajib melaporkan kondisi produk setiap enam bulan sekali 
kepada LPPOM MUI.” 92 
 
Kemudian proses pencegahan bila terdapat suatu produk makanan yang 
tidak memiliki sertfifikasi label halal berdasarkan hasil keterangan wawancara 
oleh bapak Tajuddin Abdullah adalah, 
“Selama ini LPPOM MUI ini membantu pemerintah dan pengusaha kecil 
mengenah, dengan adanya proses sertifikasi halal. dan Seperti halnya 
produk luar negri yang ingin masuk ke dalam negri akan tertahan, dikarena 
bahan-bahan dari luar negri atau produk dari luar negri haruslah terdapat 
sertifikasi halal yang telah di keluarkan oleh intansi yang telah di percayai 
oleh LPPOM MUI Indonesia, dan jika kedapatan belum mendapat 
sertifikasi halal akan tertahan dikarena terlebih dahulu LPPOM MUI akan 
mengadaan audit dan periksa terlebih dahulu, seperti daging-daging dan 
lain-lain.dengan adanya proteksi seperti itu membantu perusahaan 
perusahaan local untuk berupaya mensertifikasi yang dia punya.” 93 
 
                                                        
91Tajuddin Abdullah, Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 
Tanggal 20 Juli 2017. 
92Jamaluddin Saleh, Wakil Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, 
Makassar, Tanggal 17 Juni 2017. 
93Tajuddin Abdullah, Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 
Tanggal 20 Juli 2017. 
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Di tambahkan pula dari hasil keterangan wawancara oleh bapak 
Jamaluddin tentang proses pencegahan bila terdapat suatu produk makanan yang 
tidak memiliki sertfifikasi label halal bahwa,  
“LPPOM tidaklah mempunyai domain terhadap proses yang belum 
terdapat sertifikasi halal, itu merupakan domain dari BPOM, hanya saja 
LPPOM MUI  mengawasi kepada produk makanan yang telah diterbitkan 
sertifikat halalnya, dan bagaimana pengawasan LPPOM MUI agar 
prusahaan konsistem terhadap produk halalnya. Dan jika suatu prusahaan 
belum mendaftarkan dirinya tentang sertifikasi halal, itu bukan 
kewenangan dari LPPOM MUI, itu adalah kewenangan dari BPOM. 
Lingkup dari LPPOM MUI lebih kecil, terkecuali disaat semua produk 
telah bersertifikat halal barulah dalam lingkup besar.” 94 
 
Kemudian kendala yang dihadapi oleh LPPOM MUI ketika melakukan 
operasi terhadap produk makanan di pasar atau supermarket halal berdasarkan 
hasil keterangan wawancara oleh bapak Tajuddin Abdullah adalah, 
“kendala yang dialami oleh LPPOM MUI terdapat pada mesyarakat yang 
membuat produknya tersendiri yang biasanya tidak mengetahui dari bahan 
yang telah mereka pergunakan, dan selalu menganggap bahwa apa yang 
mereka buat itu halal, tetapi belum tentu bahan atau alat yang dia 
pergunakan halal. Itulah mengapa LPPOM MUI terus sosialisasikan 
tentang jaminan halal, pemahaman sebagian orang itu belum sampai 
disana. Dan selama ini yang telah diberikan sertifikasi halal kapan saja 
kami dapat melakukan sidak, tetapi perusahaan yang belum mendaftarkan 
atau yang belum diberikan sertifikasi halal kami tidak berani karena 
mereka belum membuat perjanjian dengan mereka.” 95 
 
Selanjutnya dari hasil keterangan wawancara oleh bapak Jamaluddin 
tentang  kendala yang dihadapi oleh LPPOM MUI ketika melakukan operasi 
terhadap produk makanan di pasar atau supermarket yaitu, 
“LPPOM MUI tak punya kewenangan kepada supermarket itu adalah 
kewenangannya badan POM, itu yang punya kewenangan untuk 
                                                        
94Jamaluddin Saleh, Wakil Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, 
Makassar, Tanggal 17 Juni 2017. 
95Tajuddin Abdullah, Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 
Tanggal 20 Juli 2017. 
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memantau perkembangan-perkembangan produk di supermarket. Kami 
punya kewenangan saat survey pasar itu, secara tidak rutin hanya apabila 
ada yang kami curigai,” 96 
 
Adapun hasil dari wawancara dari bapak Tajuddin Abdullah tentang cara 
sosialisasi LPPOM MUI terhadap masyarakat dalam mengenali produk makanan 
yang memiliki sertifikat halal yaitu, 
“Langkah pertama melalui sekolah-sekolah, kampus-kamus, dinas 
perindustrian, dan kemayarakat langsung. Sehingga masyarakat dapat 
paham bahwa makanan yang terdapat logo halal dan nomor registrasi dari 
perusahaan tersebut.” 97 
 
Dan ditambahkan pula oleh bapak Jamaluddin cara sosialisasi LPPOM 
MUI terhadap masyarakat dalam mengenali produk makanan yang memiliki 
sertifikat halal yaitu, 
“Dengan cara sosialisasi lewat media, pertemuan-pertemuan, media massa, 
Media sosial, tetapi yang lebih dominan biasanya lewat media massa” 98 
 
Sosialisasi dan promosi halal diperlukan untuk memberikan edukasi bagi 
masyarakat dan pelaku usaha. Melalui kegiatan sosialisasi dan promosi halal 
diharapkan masyarakat dan pelaku usaha dapat mengerti dan memahami tentang 
pentingnya produk halal. Adapun beberapa program kegiatan sosialisasi dan 
promosi halal antara lain. 
1. INDHEX (Indonesia International Halal Expo) 
Dalam rangka edukasi dan promosi produk bersertifikat halal, LPPOM 
MUI menggelar event tahunan yaitu INDHEX, berupa Expo produk bersertifikat 
                                                        
96Jamaluddin Saleh, Wakil Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, 
Makassar, Tanggal 17 Juni 2017. 
97Tajuddin Abdullah, Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 
Tanggal 20 Juli 2017. 
98Jamaluddin Saleh, Wakil Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, 
Makassar, Tanggal 17 Juni 2017. 
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Halal dan berbagai event yaitu Global Halal Forum, Halal Award, aneka 
talkshow, halal competition, dan  Halal Community Gathering. 
2. Olimpiade Halal 
Dalam rangka memperingati Milad LPPOM MUI yang ke-25, LPPOM 
MUI menyelenggarakan Olimpiade Halal 2014 LPPOM MUI antar SMU tingkat 
Nasional. Kegiatan ini akan dilaksanakan setiap tahun untuk menumbuhkan dan 
meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap produk halal dan menerapkan 
gaya hidup halal “Halal is My Life” dalam kehidupan sehari-hari. Ujian 
dilaksanakan melalui program HaLO (Halal Learning Online) LPPOM MUI. Pada 
tahun 2014 ini olimpiade diikuti oleh 2.964 peserta dari seluruh provinsi di 
Indonesia.  
3. Halal Food Goes to School 
Program yang ditujukan untuk generasi muda khususnya usia TK sampai 
SMU/sederajat agar peduli halal dan selalu mengonsumsi makanan dan minuman 
yang halal. Program berupa penyuluhan ke sekolah-sekolah TK sampai SMU 
sambil memperkenalkan produk halal. 
4. Wisata Halal (Halal Tour) 
Program yang memperkenalkan kepada anak usia sekolah dan masyarakat 
umum tentang proses pengolahan makanan dan minuman halal dan pengetahuan 
tentang kehalalan produk di perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal. 
5. Seminar/Talkshow Halal 




6. Halal Competition 
Menigkatkan kepedulian masyarakat terhadap produk halal melalui 
penumbuhan kreativitas dalam aneka lomba halal. Fasilitasi Sertifikasi Halal 
Gratis 
LPPOM MUI bekerja sama dengan Pemerintah/Instansi terkait seperti 
Kementrerian Agama RI, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, Kementerian 
KUKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian 
Kota/Kabupaten untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis kepada UKM. 
7. Sosialisasi Halal Kepada UKM/Perusahaan Besar 
Baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pemerintah/Instansi 
terkait, LPPOM MUI memberikan sosialisasi halal kepada UKM dan Perusahaan 
Besar. 
8. Sosialisasi Halal melalui Media dan Sosial Media 
LPPOM MUI bekerja sama dengan berbagai media baik cetak maupun 
online dalam sosialisasi halal. Selain itu LPPOM MUI juga melakukan sosialisasi 
halal melalui twitter @HalalIndonesia dan Facebook: Halal MUI. 
9.  Merchandise  
LPPOM MUI membuat aneka merchandise “Halal is My Life” sebagai 
upaya sosialisasi tagline. 
Kemudian saran LPPOM MUI terhadap Pemerintah dalam hal ini pelaku 
usaha yang akan memproduksi makanan halal berdasarkan hasil keterangan 
wawancara oleh bapak Tajuddin Abdullah adalah, 
“Bantuan dari pemerintah terhadap UKM untuk membantu mereke. 
Karena mereka mempunyai dana yang kecil, dikarenakan UKM yang 
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menengah kebawah itu berpresepsi bahwa pendaftaran saat mendaftarkan 
produknya di kenakan biaya yang mahal. Dengan bantuan pemerintah 
terhadap UKM itu sangat membantu.” 99 
 
Selanjutnya ditambahkan oleh bapak jamaluddin untuk saran LPPOM 
MUI terhadap Pemerintah dalam hal ini pelaku usaha yang akan memproduksi 
makanan yaitu, 
“Bahwa seharusnya dan dikalau memungkinkan,yang menerbitkan izin 
produk itu disertakan tentang sertifikasi halal. Dan tidaklah di berikan izin 
untuk memproduksi makanan kalau dia tidak peroduksi secara halal, 
karena sekarang orang dapat ijin produksi dan menjual belum dapat 
sertifikat halal,” 100 
 
Harapan ke depannya oleh LPPOM MUI terhadap konsumen yang akan 
berbelanja suatu produk makanan berdasarkan hasil keterangan wawancara oleh 
bapak Tajuddin Abdullah adalah, 
“Konsumen harus lebih jeli dan bijak dalam memilih makanan. Dan lebih 
menyadari bahwa saat memakan yang belum terjamin kehalalannya sangat 
berpengaruh terhadap kesehatan” 101 
 
Dan di tambahkan pula oleh bapak jamaluddin tentang harapan ke 
depannya oleh LPPOM MUI terhadap konsumen yang akan berbelanja suatu 
produk makanan adalah,  
“Berharap selektif untuk membeli atau memilih prodak suatu yang telah 
terdapat sertifikasi halal dan nomor sertifikasi” 102 
 
                                                        
99Tajuddin Abdullah, Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 
Tanggal 20 Juli 2017. 
100Jamaluddin Saleh, Wakil Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, 
Makassar, Tanggal 17 Juni 2017. 
101Tajuddin Abdullah, Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 
Tanggal 20 Juli 2017. 
102Jamaluddin Saleh, Wakil Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, 






Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Bentuk perlindungan konsumen adalah LPPOM MUI menerbitkan 
sertifikasi halal kepada beberapa produk. 
2. Bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI 
dengan cara survey pasar dan melakukan mekanisme pelaporan 
implementasi, dan jika ditemukan perusahaan yang telah diberikan 
sertifikasi halal dan mengubah status produksinya menjadi sampai 
berubahnya status kehalalannya, maka tanpa adanya surat peringatan, 
sertifikasi halalnya akan dicabut dan dipublikasikan. Dan juga setiap 
perusahaan wajib melaporkan kondisi produk setiap enam bulan sekali 
kepada LPPOM MUI. 
B. Implikasi Penelitian 
Perlindungan kesehatan masyarakat atas obat dan makanan yang 
dikomsumsi, salah satunya melalui sertifikasi halal. Konsumen muslim semakin 
kritis, konsumen tidak sekedar menuntut produk yang higenis dan terjamin 
kandungan gizinya, tetapi juga masyarakat muslim, juga kehalalannya. Label 
halalpun menjadi kunci pokok bagi masyarakat untuk memutuskan apakah akan 
membeli atau tidak pada suatu produk. Label halal merupakan keharusan. 
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Semenarik apapun makanan itu, jika pada kemasan tidak mencantumkan label 
halal, maka baik untuk melupakannya. 
 Tuntutan konsumen akan produk halal belakangan memang semakin 
besar. Diakui Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Komestika 
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), konsumen saat ini semakin kritis. 
Mereka tidak sekedar menuntut produk yang higenis dan terjamin kandungan 
gizinya, tetapi juga kehalalannya. Disisi lain animo produsen untuk sertifikat 
halalkan produknya tanpa pengujian bagi para peneliti di LPPOM MUI. Apalagi 
sejak direktorat pengawasan obat dan makanan sekarang (Badan POM) 
menyerahkan sepenuhnya urusan kehalalan ini pada LPPOM MUI. 
Sebelumnya, memang ada dua model sertifikasi halal, dari MUI dan 
direktorat Badan POM. Namun belakangan, Badan POM telah menyerahkan 
sepenuhnya sertifikasi halal ini kepada komisi fatwa MUI. Pemberian atau 
penolakan sertifikat halal sepenuhnya berada di MUI. Berdasarkan fatwa MUI ini, 
Badan POM akan member persetujuan dan pencantuman lebel halal bagi yang 
memperoleh sertifikasi halal atau member penolakan bagi tidak mengantongi 
sertifikat halal. Kerja sama itu, jelas memberikan kepastian bagi konsumen 
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